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Tumpang tindih sertifikat tanah di Indonesia mencerminkan ketidaklarasan
antara hukum adat dan hukum modern, yang menyebabkan ketidakpastian
hukum dan konflik agraria. Penelitian ini membandingkan sistem hukum
kebendaan Indonesia dan Perancis, khususnya dalam pengaturan kepemilikan
dan penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Jenis data hukum
dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Perancis menerapkan sistem pendaftaran tanah
yang bersifat konstitutif dan formalistik, menjadikan akta otentik serta pencatatan
sebagai syarat sah kepemilikan. Sebaliknya, Indonesia masih mengakui
penguasaan fisik sebagai dasar pengajuan hak, yang menimbulkan celah konflik
agraria. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam
menyoroti kekosongan pengaturan mengenai penguasaan tanah dalam hukum
Indonesia, serta menawarkan model pembaruan hukum dengan merujuk pada
struktur sistem pertanahan di Perancis yang lebih terorganisir dan formalistik.
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A Comparative Study of Property Law Systems on Land Ownership and
Possession between Indonesia and France. The overlap of land certificates
in Indonesia reflects a lack of synchronization between customary law and
modern law, resulting in legal uncertainty and agrarian conflicts. This study
compares the property law systems of Indonesia and France, particularly in the
regulation of land ownership and possession. The research employs a normative
legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The types
of legal data used in this study include primary and secondary legal materials.
The findings show that France applies a constitutive and formalistic land
registration system, where authentic deeds and official recording are
prerequisites for valid ownership. In contrast, Indonesia still recognizes physical
possession as the basis for applying for land rights, creating loopholes for
agrarian conflict. This study contributes both conceptually and normatively by
highlighting the regulatory gap regarding land possession in Indonesian law and
proposing a legal reform model by referring to the more structured and
formalistic French land administration system.
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Pendahuluan

Persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk
Indonesia dan Perancis. Tanah merupakan properti tidak bergerak sebagai aspek yang sangat penting
dalam segi ekonomi, sosial, maupun hukum. Menurut laporan FAO yang ditulis oleh Tanner et al.,
(2020) berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang sifatnya kompleks dengan
struktur kelembagaan yang rumit dan tidak selalu memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat adat.
Banyak lahan yang masih belum terdaftar secara resmi dan rentan terhadap pengambilalihan, baik oleh
negara maupun sektor swasta, demi kepentingan nasional. Berdasarkan fakta empiris World Bank
Group (2023) sebanyak 2,5 miliar orang di dunia bergantung pada tanah dan sumber daya alam, namun
70 persen dari mereka tidak memiliki jaminan hak yang sah. Hal ini menandakan adanya masalah
mendasar dalam struktur hukum agraria, khususnya terkait kepastian dan perlindungan hukum atas
tanah.

Sistem hukum kebendaan yang mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah mencerminkan
sejarah, budaya, dan perkembangan hukum di masing-masing negara. Di Indonesia, kompleksitas
pluralisme hukum berasal dari interaksi hukum antara adat, islam, dan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) Belanda (Mertokusumo, 2010). Salah satu tantangan utama adalah dualisme
sistem administrasi pertanahan yang kerap menyebabkan tumpang tindih sertifikat tanah, konflik
agraria, serta peralihan tanah ulayat menjadi tanah negara (Harsono, 2003). Kondisi ini menunjukkan
perlunya harmonisasi antara hukum kebendaan tradisional dan modern. Secara normatif, pengakuan
terhadap hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum positif penting untuk menegakkan asas legalitas
dan mencegah diskriminasi hukum. Tanpa pembaruan hukum kebendaan yang inklusif, ketidakpastian
hukum akan terus terjadi dalam konflik agraria. Oleh karena itu, kodifikasi ulang yang terstruktur dan
komprehensif diperlukan untuk menyatukan norma hukum yang berserakan. Reformasi ini harus
berbasis pada prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seiring perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Indonesia dan Perancis terus
menyesuaikan sistem hukum pertanahan mereka. Di Indonesia, UUPA menggantikan sistem kolonial
dengan tujuan menciptakan sistem tanah nasional yang berlandaskan keadilan sosial, kebahagiaan
manusia, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Meski
KUHPerdata masih berlaku sebagai hukum umum, UUPA menjadi lex specialis dalam urusan
pertanahan dan menunjukkan keberpihakan terhadap fungsi sosial tanah. Di Perancis, Code Civil des
Frangais sejak 1804 telah mengalami banyak amandemen agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
modern, namun tetap mempertahankan prinsip droit de propriété, yaitu kepemilikan tanah yang
eksklusif, absolut, dan dapat diwariskan, dengan tunduk pada batasan hukum negara. Prinsip ini
ditegaskan dalam Pasal 544 Code Civil, yang menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak menikmati
dan menguasai barang secara mutlak. Perbedaan mendasar terlihat dari pendekatan hukum Indonesia
yang menekankan asas sosial, sedangkan Perancis lebih fokus pada perlindungan hak individual. Akan
tetapi, regulasi formal dalam sistem hukum di Indonesia belum mampu menyelaraskan dualisme hukum
yang menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah (Luvianti, 2023). Ketidakselarasan ini menimbulkan
implikasi yuridis serius, yaitu munculnya konflik agraria yang berulang karena ketidaksesuaian antara
penguasaan fisik dan bukti hukum tertulis (Wicaksono et al., 2024).

Konsepsi hukum kebendaan dalam KUHPerdata Indonesia memungkinkan penguasaan tanah
dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi kepemilikan melalui daluwarsa perolehan
(acquisitive prescription). Namun, Hal ini dapat menyebabkan pemilik asli kehilangan hak atas
tanahnya jika tidak melakukan tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sebaliknya, sistem
hukum Perancis diterapkan asas imprescriptibilité, yaitu hak milik tidak gugur hanya karena dikuasai
pihak lain dalam waktu tertentu. Meskipun sama-sama menganut sistem civil law, prinsip perlindungan
hak di antara kedua negara tersebut memperlihatkan perbedaan tajam, terutama dalam penanganan
konflik hak antara pemilik dan penguasaan fisik tanah. Dalam praktik Indonesia, perlindungan terhadap

839 https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos



Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5 (4) 2025 Hal 838-848
Studi Komparatif Sistem Hukum Kebendaan atas Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah antara Indonesia dan Perancis
Ratu Bilkis !, Wahyu Adi Mudiparwanto >

pembeli beritikad baik diatur dalam SEMA No. 5 Tahun 2014, namun pelaksanaannya tidak selalu
efektif dalam menjamin kepastian hukum (disemadi & lau, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Irwanda, 2019), lebih fokus pada perspektif hukum islam
dalam perolehan hak atas tanah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam perspektif Islam,
penguasaan tanpa hak adalah tindakan zalim yang bertentangan dengan prinsip keadilan syar’i. Temuan
ini selaras dengan Pasal 529 KUHPerdata yang menolak pengambilalihan hak milik tanpa dasar hukum
yang sah. Meskipun demikian, pendekatan Irwanda tidak membahas secara komparatif sistem hukum
antarnegara seperti yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pendekatan lintas negara menjadi
penting untuk melihat bagaimana sistem hukum lain mengatasi tantangan serupa.

Penelitian lain terdahulu oleh (Rohmatodoni, 2023), membandingkan sistem pendaftran tanah
Indonesia dan Singapura dari segi efisiensi dan perlindungan hukum. Pendaftaran di Singapura melalui
Singapore land authority (sla) dengan menggunakan sistem elektronik (land titles system/lts), yang
menjadikan prosesnya relatif cepat dan efisien. sedangkan Indonesia melalui Badan Pertanahan
Nasional (BPN) menggunakan sertifikat tanah yang cenderung lama dan rumit. Namun, fokus penelitian
tersebut terbatas pada aspek administratif, bukan pada substansi hukum kebendaan atau konsep
penguasaan dan kepemilikan tanah secara yuridis. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan
membandingkan sistem hukum Indonesia dan Perancis dari perspektif hukum benda secara substantif.

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan sistem hukum
kebendaan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah antara Indonesia dan Perancis, serta
mengevaluasi implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum agraria di Indonesia. Isu hukum yang
diangkat mencakup pertanyaan normatif mengenai ketidaksesuaian antara asas penguasaan dan asas
kepemilikan dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana sistem formalistik di Perancis dapat
menjadi acuan. Implikasi yuridis dalam konteks ini mencakup konsekuensi hukum yang timbul dari
perbedaan struktur sistem, termasuk potensi reformasi peraturan untuk menjamin keadilan dan
kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis sistem hukum kebendaan di
Indonesia dan Perancis dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah, serta mengevaluasi dampaknya
terhadap kepastian hukum agraria. Penelitian ini signifikan secara akademik karena menawarkan
kontribusi normatif dan konseptual dalam perbandingan hukum kebendaan. Selain itu, penelitian ini
diharapkan menjadi referensi dalam reformasi hukum pertanahan di Indonesia, terutama dalam
mengintegrasikan prinsip perlindungan hak dan kejelasan status hukum sebagaimana telah diterapkan
secara sistematis di Perancis. Dengan memahami sistem hukum negara lain secara argumentatif,
pembuat kebijakan di Indonesia dapat merancang sistem pertanahan yang lebih inklusif dan adil.

Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang bertujuan untuk

menganalisis norma hukum positif terkait kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dan Perancis.
Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach),
perbandingan (comparative approach), dan konseptual (conceptual approach), dengan menggunakan
bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan Code Civil
Perancis, serta bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, disertasi, tesis, dan artikel jurnal. Data
dikumpulkan melalui studi pustaka (/ibrary research) dan dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan
norma hukum serta prinsip-prinsip kebendaan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan teori
hukum kebendaan klasik dan teori legal transplants sebagai pisau analisis, guna menilai relevansi serta
kemungkinan adopsi atau adaptasi prinsip hukum lintas sistem. Kriteria perbandingan meliputi dasar
hukum, struktur hak kebendaan, asas hukum yang mendasari (asas sosial di Indonesia vs asas absolut
di Perancis), sistem pendaftaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan komparatif ini
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memungkinkan identifikasi persamaan dan perbedaan konseptual serta normatif dalam pengaturan hak
atas tanah di kedua negara.

Hasil dan pembahasan

Temuan penelitian menunjukan bahwa sistem hukum kebendaan di kedua negara terbagi menjadi
kepemilikan dan penguasaan tanah sebagai dua konsep utama, yakni kepemilikan (propriété) dan
penguasaan (possession), sebagai bagian integral dari struktur hukum perdata yang menganut civil law.
Meskipun berada dalam satu rumpun hukum yang sama, kedua negara menerapkan pendekatan yang
berbeda secara normatif dan kelembagaan dalam mengatur hak atas tanah. Di Indonesia, dasar hukum
kepemilikan dan penguasaan tanah tertuang dalam UUPA, khususnya Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).
Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh negara, yang memiliki kewenangan untuk
mengatur peruntukan, penggunaan, dan pengelolaan tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemaknaan terhadap “penguasaan oleh negara” bukan berarti kepemilikan mutlak, tetapi sebagai
legitimasi negara untuk memberikan hak-hak atas tanah kepada individu maupun badan hukum dengan
mempertimbangkan prinsip pemerataan dan keadilan sosial (Arba et al., 2012). Selanjutnya, pasal 6
UUPA memperkuat pendekatan ini dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah harus
memperhatikan fungsi sosial. Artinya, penggunaan dan penguasaan tanah tidak dapat dilakukan secara
sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan umum, lingkungan hidup, dan
keseimbangan sosial (Amasta & Paulus, 2024). Dengan demikian hukum tanah Indonesia berlandaskan
pada prinsip negara pengatur (regulator state) dan fungsi sosail hak milik, sebagai perwujudan dari nilai-
nilai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Sebaliknya, dalam sistem hukum kebendaan Perancis yang bersumber dari Code Civil,
menerapkan prinsip kepemilikan privat sebagi hak absolut dan ekslusif. Pasal 544 Code Civil
menyatakan bahwa “La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la maniére la plus
absolue...”, yang berarti bahwa kepemilikan memberikan wewenang kepada pemilik untuk menikmati
dan mengatur tanah secara penuh, termasuk hak untuk mengalihkan, menyewakan, atau melarang pihak
lain menggunakan tanah tersebut. Hak milik dalam hal ini bersifat erga omnes, berlaku terhadap siapa
pun, dan tidak tunduk pada fungsi sosial sebagaimana dipahami dalam sistem hukum Indonesia.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum kebendaan Perancis bersifat privatistik dan individualistik,
di mana negara berperan sebagai fasilitator kepastian hukum melalui sistem registrasi, bukan sebagai
pemberi atau pemilik awal atas tanah.

Lebih jauh, Analisis terhadap sistem pendaftaran tanah menunjukkan adanya perbedaan
konseptual yang mendasar antara kedua negara. Di Indonesia, sistem pendaftaran tanah diatur oleh
UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sistem ini bersifat
negatif berkalibrasi positif, yaitu pendaftaran tidak secara otomatis memberikan hak, melainkan hanya
berfungsi sebagai alat bukti yang kuat terhadap adanya hak. Pendaftaran dilakukan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak bersifat konstitutif. Dengan demikian, meskipun seseorang
memiliki sertifikat tanah, hak tersebut tetap dapat digugat apabila terbukti ada cacat hukum, misalnya
pemalsuan dokumen, penguasaan tidak sah, atau konflik perolehan hak (Gusmara et al., 2023). Hal ini
menegaskan bahwa sistem Indonesia memberikan ruang koreksi yuridis demi menjamin keadilan
substantif, tetapi di sisi lain, juga membuka celah terhadap ketidakpastian hukum dan potensi sengketa
agraria.

Sementara itu, Perancis menerapkan sistem pendaftaran tanah yang bersifat konstitutif,
sebagaimana diatur dalam Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dan dikukuhkan dalam pasal 710 dan 710-
1 Code Civil. Artinya, hak kebendaan atas tanah baru diakui secara resmi dalam registre foncier
(register pertanahan nasional). Pendaftaran dilakukan berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh notaris,
dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, penguasaan tanah
tanpa pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum, sekalipun dilakukan secara terbuka dan terus-
menerus. Pendekatan ini mencerminkan positivisme hukum administratif, di mana legalitas hak atas
tanah sepenuhnya ditentukan oleh prosedur formal yang telah ditetapkan oleh negara.
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Secara normatif, perbedaan ini mencerminkan filosofi hukum yang berbeda, Indonesia
memadukan antara asas legalitas dan keadilan sosial dalam sistem pertanahan nasional. Sedangkan
perancis menekankan prinsip kepastian hukum dan kejelasan administratif sebgai pilar utama
perlindungan hak milik. Kedua pendekatan tersebut mencerminkan respons terhadap struktur sosial-
politik masing-masing negara. Indonesia, dengan sejarah kolonialisme dan konflik agraria yang
kompleks, menempatkan negara sebagai penjaga keseimbangan. Sebaliknya, Perancis menegaskan
supremasi formalitas hukum sebagai jaminan stabilitas dan efisiensi pasar properti.

Perbandingan pasal-pasal dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan Perancis
menunjukkan perbedaan prinsipil dalam sifat dan kekuatan pendaftaran hak. Di Indonesia, Pasal 32 ayat
(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang
kuat, namun bukan alat bukti yang mutlak karena masih dapat dibantah dengan bukti lain. Hal ini
menunjukkan bahwa pendaftaran di Indonesia bersifat deklaratif dan tidak memberikan jaminan absolut
atas kepemilikan tanah. Sebaliknya, Pasal 710-1 Code Civil Perancis menegaskan bahwa peralihan atau
pembebanan hak milik atas tanah tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga apabila belum
didaftarkan. Ini menandakan bahwa sistem Perancis menganut pendekatan konstitutif dalam
pendaftaran, di mana legalitas hak bergantung pada pencatatan resmi. Pendekatan normatif ini
memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena kepemilikan hanya diakui secara hukum setelah
melalui mekanisme formal. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/Pdt/2015 mempertegas bahwa
sistem Indonesia tidak selalu menghasilkan perlindungan hukum absolut, berbeda dengan sistem
Perancis yang final dan tertutup terhadap klaim di luar register (Nurmiati et al., 2020).

Pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah dalam KUHPerdata mengalami perubahan
signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang secara normatif
bertujuan menghapus dualisme hukum warisan kolonial dan membangun sistem hukum pertanahan
nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, ketidakteraturan dalam penguasaan tanah masih kerap
terjadi, terutama dalam bentuk tumpang tindih antara klaim masyarakat adat, investor, dan kebijakan
pemerintah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diinisiasi untuk
mempercepat sertifikasi tanah telah menunjukkan kemajuan, tetapi belum mampu menjangkau seluruh
wilayah atau menyelesaikan permasalahan tumpang tindih klaim (Luvianti, 2023). elain itu, proses
administratif yang dijalankan oleh (BPN) masih dinilai lamban dan rumit, sehingga memperburuk
ketidakpastian hukum (Rohmatodoni, 2023).

Dalam kerangka implikasi normatif, terdapat pergeseran paradigma dari legitimasi penguasaan
ke keharusan pendaftaran formal sebagai dasar kepemilikan. Asas dalam hukum perdata yang mengakui
penguasaan tanah sebagai dasar perolehan hak melalui mekanisme verjaring (acquisitive prescription)
semakin ditinggalkan. Di masa lalu, seseorang yang menguasai tanah dalam waktu tertentu dengan
itikad baik dapat memperoleh hak milik, tetapi kini hal itu tidak lagi diakui sebagai dasar yang sah tanpa
melalui proses pendaftaran. Sistem pendaftaran tanah tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga
memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam menetapkan legalitas suatu kepemilikan (Bintang
Idrus et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa formalitas telah menggantikan substansi dalam
menentukan hak atas tanah.

Jika ditinjau dari aspek perbandingan legal formalism, terjadi ketegangan antara prinsip-prinsip
formalisme hukum dalam KUHPerdata dengan semangat substantif UUPA. Penelitian (Irwanda, 2019)
menunjukkan bahwa Pasal 529 KUHPerdata tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan
dalam hukum Islam. Hal ini bertentangan dengan asas legitimasi verjaring. Selain itu, menurut (Putro
et al., 2016) dan (Sudiarto, 2021) pasal-pasal di luar Buku Il KUHPerdata, seperti Pasal 1955 dan 1963
yang mengatur daluwarsa, dianggap tidak lagi sejak diberlakukannya UUPA karena tidak sesuai dengan
semangat unifikasi hukum. Hal ini menimbulkan persoalan doktrinal mengenai eksistensi norma lama
yang tidak secara eksplisit dicabut, tetapi dianggap tidak berlaku oleh praktik hukum positif (Govinda
& Mohamad, 2017).

Dalam kerangka kekuatan pembuktian dalam pendaftaran, perbandingan dengan sistem hukum
Perancis dapat memberi perspektif penting. Di Perancis, pendaftaran tanah dilakukan melalui sistem
kadaster yang ketat dan melibatkan notaris sebagai penjaga legalitas dan keabsahan transaksi.
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Yurisprudensi Mahkamah Kasasi Perancis, seperti Cass. civ. 3e, 28 Janvier 2009, n°07-21.033,
menegaskan bahwa akta notaris dan pencatatan resmi memberikan efek mutlak terhadap kepemilikan,
kecuali dibatalkan karena kesalahan material. Sementara itu, di Indonesia, meskipun sertifikat tanah
memiliki kekuatan pembuktian kuat berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, Mahkamah Agung
dalam putusan No. 1834 K/Pdt/2019 menegaskan bahwa keberadaan sertifikat tetap bisa dibatalkan bila
terdapat cacat hukum atau penipuan dalam prosesnya.

Secara kelembagaan, perbandingan praktik antara Indonesia dan Perancis juga mencerminkan
perbedaan signifikan dalam efektivitas dan integritas tata kelola pertanahan. Di Perancis, lembaga-
lembaga seperti Direction Générale des Finances Publiques dan notaris memainkan peran sentral dalam
menjamin validitas data kepemilikan dan mencegah sengketa. Sebaliknya, di Indonesia, tumpang tindih
sertifikat, keterbatasan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta lemahnya penegakan hukum
memperlihatkan bahwa kelembagaan BPN masih perlu diperkuat secara struktural dan fungsional. Hal
ini menunjukkan bahwa kelemahan doktrinal tidak terlepas dari persoalan kelembagaan dan
pelaksanaan hukum.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan pertanahan yang tidak hanya
menyesuaikan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan perbandingan praktik kelembagaan sebagai
dasar pembaruan. UUPA telah menyediakan dasar hukum, namun implementasi pasal-pasal peralihan
dan kebijakan lanjutan perlu dipertegas agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Pendekatan
komparatif dengan sistem hukum Perancis memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun
sistem hukum pertanahan yang lebih solid, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak masyarakat
secara berkeadilan.

Di sisi lain, Perancis menerapkan sistem yang lebih tertib dan formalistik. Setiap peralihan hak
atas tanah harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris, dan sah secara hukum hanya
setelah didaftarkan. Dengan sistem ini, Perancis mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat
bagi pemilik sah dan mencegah klaim kepemilikan yang tidak berdasar. Berikut ini tabel perbandingan
antara Indonesia dan Perancis.

Tabel 1. Perbandingan sistem pendaftaran tanah antara Indonesia dan Perancis

No Indonesia Perancis

1 UUPA Code Civil

2 Asas Sosial Asas Absolut

3 Pendaftaran Negatif Pendaftaran Konstitutif

Sumber: hasil analisis dari penulis berdasarkan UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, dan Code Civil

Dalam membandingkan sistem pendaftaran tanah antara Indonesia dan Perancis, perbedaan
mendasar terlihat pada struktur hukum, kekuatan pembuktian, dan tujuan pendaftaran itu sendiri. Di
Indonesia, sistem yang berlaku adalah sistem negatif berkalibrasi positif sebagaimana diatur dalam
UUPA dan PP No.24 Tahun 1997. Dalam sistem ini, sertifikat tanah bukan merupakan bukti
kepemilikan yang mutlak dan masih dapat digugat apabila terdapat bukti yang lebih kuat (Safitri et al.,
2020). Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) berfungsi sebagai alat bukti kuat (prima facie evidence) mengenai data fisik dan
yuridis tanah, namun tetap membuka peluang pembatalan jika ditemukan cacat hukum atau
administratif (Bustaman & Agustiana, 2022). Selain itu, penguasaan fisik atas tanah secara damai
selama dua puluh tahun atau lebih juga dapat dijadikan dasar pendaftaran melalui mekanisme sporadik,
terutama di wilayah yang belum terpetakan secara lengkap.

Sebaliknya di Perancis, sistem pendaftaran tanah bersifat konstitutif, publik, dan berbasis asas
public faith, di mana akta otentik yang telah didaftarkan memiliki kekuatan bukti absolut. Notaris
memainkan peran sentral dalam proses ini dengan menyusun akta otentik (acte authentique), yang
kemudian didaftarkan ke Service de la publicité fonciére di bawah Kementerian Keuangan (Blajer,
2024). Prinsip ini ditegaskan oleh Mahkamah Kasasi Perancis dalam putusan: “L’acte authentique
diiment enregistré fait foi publique contre tous” (Cass. civ. 3e, 28 Janvier 2009, n° 07-21.033), yang
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berarti akta otentik yang didaftarkan secara sah menjadi bukti publik yang mengikat terhadap semua
pihak ketiga. Sistem ini memberikan kepastian hukum yang tinggi karena pencatatan kepemilikan tanah
dalam register publik memiliki daya bukti mutlak, kecuali dalam hal penipuan atau perbuatan melawan
hukum. Perbedaan ini menjadikan sistem Perancis lebih unggul dalam menjamin stabilitas pasar tanah
dan perlindungan bagi pembeli, dibandingkan sistem Indonesia yang masih membuka ruang sengketa
akibat kelemahan validasi administratif.

Tabel 2. Perbandingan sitem Pendaftran tanah antara Indonesia dan Perancis

Aspek Indonesia Perancis
Dasar hukum UUPA 1960, PP No. 24 Tahun 1997  Code Civil Pasal 710-710-1
Sifat sistem Negatif berkalibrasi positif Positif (konstitutif)
Lembaga pelaksana Badan Pertanahan Nasional (BPN) Service de la publicité fonciere
(Kementerian Keuangan)
Prosedur pendaftaran =~ PPAT — Kantor Pertanahan — Notaris — Registrasi — Titre
Sertifikat de propriété
Kekuatan bukti hukum  Kuat namun bisa dibantah Mengikat secara erga omnes,
hampir tidak dapat dibatalkan
Akses informasi publik Terbatas dan bersyarat Terbuka untuk umum
Risiko sengketa Cukup tinggi pada lahan non- Relatif rendah karena seluruh
sertifikat peralihan tercatat

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, dan Code Civil

Dalam konteks kajian sistem hukum kebendaan, menarik untuk dianalisis perbandingan
perolehan hak berdasarkan penguasaan (acquisitive prescription) antara Indonesia dan Perancis, karena
keduanya mencerminkan pendekatan konseptual yang berbeda dalam menentukan legitimasi
kepemilikan atas tanah. Di Perancis, mekanisme acquisitive prescription memungkinkan seseorang
memperoleh hak milik atas benda, termasuk tanah, hanya melalui penguasaan dalam jangka waktu
tertentu tanpa perlu intervensi administratif dari negara. Berdasarkan Pasal 2272 ayat (1) Code Civil,
jangka waktu yang dibutuhkan adalah 30 tahun secara umum, atau cukup 10 tahun apabila penguasaan
dilakukan oleh pihak yang memiliki dokumen pendukung (titel) dan bertindak dengan itikad baik
(bonne foi). Prinsip ini berakar dari asas hukum Romawi uti possidetis, ita possideatis, yang
menekankan bahwa penguasaan aktual yang damai, terbuka, dan terus-menerus dapat melahirkan hak
kepemilikan secara sah.

Prescription acquisitive dalam hukum Perancis tidak hanya menjadi instrumen perlindungan
terhadap kepemilikan faktual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum
dan mendorong pemanfaatan tanah secara produktif, sebagaimana ditegaskan oleh (Bartos, 1997).
Kendati demikian, mekanisme ini tetap tunduk pada pembuktian yuridis apabila terdapat klaim hukum
dari pihak ketiga. Misalnya, apabila selama masa penguasaan terdapat gugatan atau tindakan hukum
dari pemilik sebelumnya, maka jangka waktu akan terputus (interruption de prescription) dan proses
akuisisi kepemilikan tidak dapat diselesaikan secara otomatis. Oleh karena itu, meskipun hak dapat
diperoleh tanpa akta negara, pengakuan tersebut tetap bergantung pada pembuktian dalam proses
peradilan jika timbul sengketa.

Sebaliknya, sistem hukum Indonesia tidak mengenal institusi perolehan hak milik atas tanah
secara otomatis melalui penguasaan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, penguasaan tanah hanya dapat
diakui dan dilegalisasi apabila dilakukan melalui proses administrasi yang sah, seperti pemberian oleh
negara atau peralihan yang diakui hukum. Memang, penguasaan tanah selama lebih dari 20 tahun dapat
digunakan sebagai alat bukti dalam pengajuan hak, namun hal ini tidak serta-merta menjadikan
penguasa sebagai pemilik secara hukum, karena tetap memerlukan pengakuan administratif
(Susilowati, 2018). Sistem ini mengedepankan otoritas negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi
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kepemilikan, dan tidak memberi ruang bagi konsep prescription dalam bentuk substantif seperti yang
dianut dalam hukum Perancis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Perancis menempatkan penguasaan faktual
sebagai basis legitimasi kepemilikan melalui institusi acquisitive prescription, sementara Indonesia
mensyaratkan keterlibatan negara melalui proses administrasi formal. Perbedaan ini bukan hanya
mencerminkan dua model legal-formalistik yang berbeda, tetapi juga berimplikasi pada akses terhadap
legalitas kepemilikan tanah, khususnya bagi masyarakat adat atau penguasa tanah tradisional yang tidak
memiliki bukti formal. Pendekatan Indonesia berpotensi memperpanjang konflik agraria akibat
ketimpangan antara penguasaan sosiologis dan pengakuan yuridis, sedangkan sistem Perancis
memberikan alternatif penyelesaian melalui hukum perdata yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Dalam Implikasi Yuridis Indonesia vs Perancis, dapat diamati bahwa sistem pertanahan di
Indonesia masih menghadapi ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan.
Meskipun telah diupayakan penyelesaian melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), cakupannya belum menyeluruh, sehingga tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan
tumpang tindih klaim hak atas tanah, terutama di kawasan-kawasan yang bersinggungan dengan hak
ulayat masyarakat adat, klaim investor, serta proyek-proyek pembangunan negara (Putrisasmita, 2023).
Kondisi ini menandakan bahwa integrasi antara hukum formal dan kebutuhan sosiologis masyarakat
masih belum optimal (Yunita Bernanda et al., 2025).

Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia juga masih memberikan ruang terhadap bukti
penguasaan fisik (bezit) sebagai salah satu dasar pertimbangan yuridis, khususnya dalam penyelesaian
sengketa kepemilikan tanah. Hal ini membuka peluang terjadinya konflik, baik horizontal antar individu
atau komunitas, maupun vertikal antara masyarakat dan negara, yang kerap muncul akibat
ketidaksesuaian antara penguasaan faktual dan status hukum tanah (Salam, 2023). Oleh karena itu,
tantangan utama bagi Indonesia terletak pada penguatan legitimasi hukum atas kepemilikan tanah
melalui sistem pendaftaran yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap keragaman lokal.

Sebaliknya, sistem pertanahan di Perancis menempatkan legalitas formal dan pencatatan
konstitutif sebagai prasyarat utama dalam pengakuan hak kepemilikan. Melalui Service de la publicité
fonciére, pendaftaran tanah bersifat mutlak dan menjadi satu-satunya alat bukti yang diakui secara
hukum. Dengan demikian, penguasaan fisik tanpa pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak
dapat dijadikan dasar klaim atas kepemilikan. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum yang
lebih kuat bagi pemilik hak terdaftar terhadap segala bentuk upaya penguasaan ilegal oleh pihak ketiga,
serta meminimalisir sengketa berbasis penguasaan faktual yang ambigu.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa Perancis mengadopsi sistem otoritatif dan
tertutup, yang menolak klaim berbasis penguasaan di luar sistem pendaftaran, sementara Indonesia
masih menoleransi elemen-clemen non-formal sebagai bagian dari bukti. Implikasi yuridisnya,
Indonesia harus terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan regulasi pembuktian, agar sistem
pertanahan dapat menjamin kepastian hukum sekaligus mengakomodasi kenyataan sosial, tanpa
mengorbankan keadilan substansial.

Dalam meninjau implikasi praktis terhadap pengelolaan tanah di Indonesia, dapat disimpulkan
bahwa efektivitas sistem hukum pertanahan tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pelaksana,
kualitas infrastruktur hukum, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sistem tersebut (Abdullah
Mansur et al., 2025). Meskipun Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 telah memberikan kerangka
hukum yang cukup rinci terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dalam praktiknya masih
banyak ditemukan ketidaksesuaian antara penguasaan fisik di lapangan dan status hukum yang tercatat.
Salah satu permasalahan utama adalah ketika lembaga negara tidak mampu menegakkan hak atas tanah
yang secara legal merupakan milik negara, namun secara faktual telah dikuasai oleh masyarakat tanpa
alas hak. Hal ini diperburuk oleh lemahnya dokumentasi historis serta minimnya pengawasan terhadap
penggunaan dan penguasaan aset negara (Mumpuni & Mudiparwanto, 2021). Kondisi ini
memperlihatkan lemahnya daya kerja hukum (legal enforceability) dalam konteks administrasi
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pertanahan yang seharusnya mampu menjamin supremasi hukum atas aset negara, tetapi justru tunduk
pada realitas sosial yang lebih kuat secara faktual daripada yuridis.

Dari sudut pandang perbandingan, implikasi praktis dalam pembelajaran dari Perancis dapat
menjadi refleksi penting bagi Indonesia. Di Perancis, sistem hukum menekankan pentingnya legalitas
administratif dan pencatatan sebagai satu-satunya dasar pengakuan hak atas tanah. Setiap kepemilikan
harus dibuktikan melalui proses formal yang melibatkan akta otentik notaris dan pendaftaran dalam
register publik, sehingga penguasaan ilegal yang tidak tercatat tidak memperoleh legitimasi hukum.
Sistem ini memberikan perlindungan hukum yang kokoh bagi pemilik yang sah, baik individu maupun
negara, serta efektif dalam mencegah timbulnya sengketa pertanahan. Argumentasinya, prinsip
“publicité fonciére” yang dianut dalam hukum Perancis mencerminkan semangat "legal certainty and
transparency", di mana negara berperan aktif tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjamin
stabilitas hak kepemilikan melalui sistem pencatatan yang bersifat konstitutif.

Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan selektif
dari sistem Perancis, terutama dalam hal penguatan mekanisme pencatatan hak, digitalisasi data
pertanahan, dan peningkatan akuntabilitas administrasi. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan
Indonesia untuk memiliki sistem pendaftaran tanah yang terintegrasi, transparan, dan akurat secara
nasional (Habibi et al., 2024). Di samping itu, memperkuat otoritas administrasi pertanahan tidak hanya
akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga akan membatasi ruang bagi praktik mafia tanah,
sengketa klaim tumpang tindih, dan konflik kepentingan antara masyarakat dan negara. Selain
penguatan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan, termasuk petugas
administrasi dan aparat penegak hukum, juga menjadi elemen kunci dalam menjamin efektivitas
pelaksanaan hukum. Inovasi berbasis teknologi, seperti penggunaan data spasial dan sistem informasi
geografis sebagaimana diterapkan di Perancis, dapat menjadi solusi strategis dalam mendorong
modernisasi tata kelola tanah di Indonesia (Yasa & Bagiastra, 2021) (Fahlika Erizal, 2023). Dengan
demikian, pembaruan kelembagaan yang berorientasi pada integrasi antara hukum, teknologi, dan
pelayanan publik menjadi hal yang niscaya untuk menjawab tantangan sistem pertanahan nasional
secara menyeluruh.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Perancis sama-sama menganut tradisi
civil law, pendekatan keduanya dalam mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah sangat berbeda:
Indonesia mendasarkan sistemnya pada asas sosial yang menempatkan tanah sebagai sarana
kemakmuran rakyat dalam kerangka hukum agraria yang bersifat administratif, sementara Perancis
menekankan asas absolut yang memberikan perlindungan penuh terhadap kepemilikan individual
melalui sistem pencatatan formal yang berbasis asas public faith. Perbedaan ini mencerminkan
pergeseran paradigma antara model state-centered agrarian governance di Indonesia dan private law-
centric property system di Perancis. Namun, ketidaktegasan pengaturan penguasaan dalam hukum
positif Indonesia berakibat pada konflik agraria dan ketidakpastian hukum. Secara teoritis, penelitian
ini memperluas kajian hukum kebendaan dengan memperbandingkan konsepsi penguasaan sebagai
dasar perolehan hak (acquisitive prescription), serta relevansinya dalam menjembatani kebutuhan sosial
dan kepastian hukum. Oleh karena itu, disarankan adanya pembaruan normatif melalui kodifikasi
hukum kebendaan nasional yang mengatur penguasaan secara eksplisit, penguatan kelembagaan
melalui reformasi struktural dan integritas BPN dan PPAT, serta pengembangan teknologi digitalisasi
pertanahan yang terintegrasi dan transparan untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan
perlindungan hukum atas tanah.
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